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PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten Brebes;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Brebes.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai
unsur staf pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Brees.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Brebes.



10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

(1)
(2)

(1)

Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes

Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Brebes

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.

Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin
oleh camat.

Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang Kepala
yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes.

Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Brebes.

Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang Kepala
yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten
Brebes.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah wunit
pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB 11
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama
KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Daerah dan Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Paragraf 1
SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 7

(1) Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.



(2) Dalam meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah ;
b. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
1) Subbagian Pemerintahan Umum;
2) Subbagian Otonomi Daerah;
3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama,;
2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
1) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
2) Subbagian Keuangan dan Aset Desa;
3) Subbagian Perangkat Desa.
3. Bagian Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
1) Subbagian Data dan Pelaporan;
2) Subbagian Perlindungan Sosial;
3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1) Subbagian Agama dan Sosial;
2) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
c. Asisten Sekda Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan,
terdiri dari :
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
1) Subbagian Sumber Daya Alam Dan Energi;
2) Subbagian Sarana Perekonomian;

3) Subbagian Investasi dan BUMD.



2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
1) Subbagian Bina Program;
2) Subbagian Administrasi Pembangunan Daerah;
3) Subbagian Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
1) Subbagian Bina Program dan Verifikasi;
2) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah;
3) Subbagian Pelaporan, Advokasi dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
d. Asisten Sekda Bidang Administrasi, terdiri dari :

1. Bagian Hukum, terdiri dari :
1) Subbagian Perundang-undangan;
2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia;
3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

2. Bagian Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2) Subbagian Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
3) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

3. Bagian Umum, terdiri dari :
1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bupati;
2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 9

(1) Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai

dengan kebutuhan.



(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

a. Sekretaris ;

b. Bagian Keuangan terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
2) Subbagian Perbendaharaan;
3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
. Bagian Rapat, terdiri dari :
1) Subbagian Perundang-undangan;

2) Subbagian Rapat dan Risalah;

d. Bagian Perencanaan dan Pengawasan, terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan Fungsi DPRD;
2) Subbagian Pengawasan Fungsi DPRD.
. Bagian Umum, terdiri dari :
1) Subbagian Tata Usaha;
2) Subbagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga;
3) Subbagian Humas dan Protokol.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
INSPEKTORAT
Pasal 11

(1) Tugas Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan

(2)

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat mempunyai fungsi :



a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur ;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
3. Subbagian Administrasi Umum.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
i. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pasal 13

(1) Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :



perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan
dan kepemudaan dan olahraga;

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan
dan kepemudaan dan Olahraga;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pendidikan dan kepemudaan dan keolahragaan;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

pendidikan dan kepemudaan dan keolahragaan;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

g.
h.

. Kepala;

. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;

2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

1. Seksi Kepemudaan;

2. Seksi Keolahragaan;

Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Non Formal dan Pemuda Olahraga;

2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 5
DINAS KESEHATAN
Pasal 15

(1) Tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kesehatan;
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kesehatan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang kesehatan;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

kesehatan;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

Kepala;

. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2.Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan
Lingkungan;
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Peningkatan Mutu;
2. Seksi Pembiayaan dan Perijinan Pelayanan Kesehatan.
Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
2. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional;



h.

Unit pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
DINAS PEKERJAAN UMUM
Pasal 17

(1) Tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang

pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/

gedung.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan
umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung;
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan

umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di

bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya,
bangunan/gedung;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pekerjaan umum, sub wurusan jalan/jembatan dan cipta karya,

bangunan/gedung;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan

cipta karya, bangunan/gedung.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a.

b.

C.

Kepala ;
Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Keuangan ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Perencanaan an Pengendalian , terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan;



f.

g.

2. Seksi Pengendalian.
Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan,;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan;
2. Seksi Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan.
Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1), tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Pasal 19

(1) Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

pemerintah kabupaten di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub

bidang penataan ruang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di sub bidang
pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di sub bidang
pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di sub
bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di sub

bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang

penataan ruang.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan

Ruang, terdiri dari :



a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Air Baku;
2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Air Baku.
d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, terdiri dari :
1. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air;
2. Seksi Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air.
e. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
f. Kelompok Jabatan Fungsional,
g. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Pengelolan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pasal 21

(1) Tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman adalah
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman serta bidang pertanahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;



e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta

bidang pertanahan.

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
2. Seksi Perumahan Formal dan Swadaya;
3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
3. Seksi Pertanahan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
f. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
DINAS SOSIAL
Pasal 23

(1) Tugas Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Sosial.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di

bidang sosial;



f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
sosial;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
1.Seksi Penanganan Anak, Lanjut Usia dan Korban Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif;
2. Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas.
d. Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Korban Bencana;
2. Seksi Kelembagaan, Data dan Kepahlawanan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
SATPOL PP
Pasal 25

(1) Tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang ketenteraman,
ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub
bidang kebakaran.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Satpol PP mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan

penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;



b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan
penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan

masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran.

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
2. Seksi Ketertiban Umum;
3. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.
d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Pemadam Kebakaran;
3. Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat.
e. Kelompok Jabatan Fungsional,
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagimana dimaksud pada
Ayat (1), tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 27

(1) Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri
dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
C. Bidang Pengembangan Desa dan Sosial Budaya, terdiri dari :
1. Seksi Penataan dan Pendayagunaan Kawasan;
2. Seksi Sosial Budaya;
3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Desa.
d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna,;
3. Seksi Penguatan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan.
e. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif
Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
2. Seksi Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
3. Seksi Pelayanan Dasar.
g. Kelompok Jabatan Fungsional,
h. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

Paragraf 12
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pasal 29

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana , mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.



(2)

(1)

(2)

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri
dari :
1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
2. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan.
e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis.
Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 31

Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah adalah

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan

sampah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan
hidup dan pengelolaan sampah;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan
hidup dan pengelolaan sampah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
lingkungan hidup dan pengelolaan sampabh;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampabh.



Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah,
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
2. Seksi Penaatan Lingkungan Hidup;
3. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan
Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah
sebagimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 33

(1) Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,;



d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri

(2)

dari :

a. Kepala;

b.

g.
h.

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;
. Subbagian Keuangan;

. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

. Seksi Identitas Penduduk;
. Seksi Pindah, Datang dan Pendataan penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

. Seksi Kelahiran dan Kematian;

.Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :

1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimaksud

sebagimana pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
DINAS PERHUBUNGAN
Pasal 35

(1) Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perhubungan.



(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Perhubungan, mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perhubungan;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perhubungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di

bidang perhubungan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perhubungan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang perhubungan.

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
a. Kepala ;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan ;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas., terdiri dari :
1. Seksi Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas;
2. Seksi Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
d. Bidang Angkutan dan Sarana,terdiri dari :
1. Seksi Angkutan;
2. Seksi Pengujian Sarana.
e. Bidang Prasarana dan Keselamatan,terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana;
2. Seksi Perawatan Prasarana dan Keselamatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagimana dimaksud pada Ayat (1),

tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Paragraf 16
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Pasal 37

(1) Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

(1)

Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi,

informatika, statistik dan persandian;

. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang

komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di

bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri

dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :

€.

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
Bidang Komunikasi dan Kehumasan,terdiri dari :

1. Seksi Humas dan Komunikasi Publik;

2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi
Bidang Informatika dan Statistik, terdiri dari :

1. Seksi Aplikasi Telematika dan Persandian;

2. Seksi Statistik.

Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Unit Pelaksana Teknis.



(2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagimana
dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Pasal 39

(1) Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah
kabupaten di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar
dan metrologi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi,
usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi,
usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan
metrologi;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsi di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan

pasar dan metrologi.

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, terdiri
dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program Keuangan;
2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Dan Usaha;

2. Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan.



d

€.

f.

g.

.Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :

1. Seksi Kemitraan Dan Promosi;

2. Seksi Pengembangan.

Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1. Seksi Perdagangan Daerah Dan Metrologi;
2. Seksi Pengelolaan Pasar.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

sebagimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pasal 41

(1) Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang

perindustrian dan tenaga kerja.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempuyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perindustrian dan tenaga kerja;

.pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perindustrian dan tenaga kerja;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di

bidang perindustrian dan tenaga kerja;

. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

perindustrian dan tenaga kerja;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang perindustrian dan tenaga kerja.

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdiri dari :

a.
b.

Kepala;
Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;



2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari :
1. Seksi Industri Logam;
2. Seksi Industri Sandang dan Aneka.

d. Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan, terdiri dari :
1. Seksi Industri Agro;
2. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Industrial;
2. Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagimana
dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pasal 43

(1) Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu.



Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal,
terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem
Informasi, terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Verifikasi;
3. Seksi Pemprosesan.
f. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan, terdiri dari ;
1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
2. Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Advokasi;
3. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis.

i. Tim Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sebagimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 20
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pasal 45

(1) Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempuyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan
dan pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan
dan pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang kebudayaan dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
kebudayaan dan pariwisata;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
a. Kepala,;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
1. Seksi Kesejarahan, Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Seksi Seni dan Film;
3. Seksi Nilai Budaya dan Tradisi.
d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Pariwisata;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Produk Pariwisata.
e. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Unit Pelaksana Teknis.



(2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagimana dimaksud
pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pasal 47

(1) Tugas Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
kearsipan dan perpustakaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Arsip dan Perpustakaan mempuyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan
dan perpustakaan;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan
dan perpustakaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang kearsipan dan perpustakaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
2. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip ;
d. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan ;

2. Seksi Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca ;



3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagimana dimaksud
pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22
DINAS PERIKANAN
Pasal 49

(1) Tugas Dinas Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perikanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Perikanan mempuyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang perikanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
perikanan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang perikanan.

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
1. Seksi Produksi, Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Ikan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
1. Seksi Produksi, Pembenihan Dan Pengendalian;

2. Seksi Sarana Dan Prasarana Budidaya.



e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
2. Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran.
f. Kelompok Jabatan Fungsional,
g. Unit Pelaksana Teknis.
(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagimana dimaksud pada Ayat (1),
tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragraf 23
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 51

(1) Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
pertanian dan ketahanan pangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pertanian
dan ketahanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pertanian
dan ketahanan pangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pertanian dan ketahanan pangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pertanian dan ketahanan pangan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;



2. Seksi Produksi;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
2. Seksi Produksi;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
3. Seksi Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan.
f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
2. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
3. Seksi Penyuluhan.

Kelompok Jabatan Fungsional;

7Q

h. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagimana
dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 24
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 53

(1) Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang
peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang peternakan
dan kesehatan hewan;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang peternakan
dan kesehatan hewan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di
bidang peternakan dan kesehatan hewan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang

peternakan dan kesehatan hewan;



(1)

(2)

(1)

(2)

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
C. Bidang Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan, terdiri dari :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
2. Seksi Usaha Peternakan.
d. Bidang Budidaya Ternak, terdiri dari :
1. Seksi Perbibitan Ternak;
2. Seksi Pakan Ternak.
e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri
dari :
1. Seksi Kesehatan Hewan;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Unit Pelaksana Teknis.
Bagan Organisasi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 25
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Pasal 55

Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

menyelenggarakan fungsi :



(1)

(2)

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan.

Pasal 56

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah, terdiri dari :

a.

d.

®

f.

£.

Kepala;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri
dari :

1. Subbid Pengembangan Aparatur;

2. Subbid Jabatan;

3. Subbid Pendidikan dan Pelatihan.

Bidang Mutasi, terdiri dari :

1. Subbid Mutasi dan Pemberhentian;

2. Subbid Kenaikan Pangkat;

3. Subbid Formasi dan Pengangkatan.
Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi , terdiri dari :
1. Subbid Pembinaan Pegawai;

2. Subbid Kesejahteraan Pegawai;

3. Subbid Informasi Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional;

Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam



Lampiran XXV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Paragraf 26
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pasal 57

(1) Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

(2)

Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di

bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang
perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan,;

pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di
bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan
pembangunan dan penelitian pengembangan;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang
perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian

pengembangan.

Pasal 58

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah , terdiri dari :

a.

b.

Kepala;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi, terdiri dari :

1. Subbid Perencanaan Program;



(2)

(1)

(2)

2. Subbid Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi
d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
1. Subbid Pemerintahan;
2. Subbid Sosial Budaya.
e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
1. Subbid Ekonomi;
2. Subbid Infrastruktur Wilayah.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Subbid Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Subbid Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
g. Kelompok Jabatan Fungsional,
h. Unit Pelaksana Teknis.
Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sebagimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum

dalam Lampiran XXVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Paragraf 27
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pasal 59

Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang
pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah, mempunyai

fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang
pendapatan, keuangan dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di
bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendapatan, keuangan dan aset
daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendapatan,

keuangan dan aset daerah;



(1)

(2)

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsi di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Pasal 60

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset
Daerah, terdiri dari :
a. Kepala,;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Program dan Keuangan,;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
2. Subbid Penetapan;
3. Subbid Keberatan.
d. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :
1. Subbid Penagihan;
2. Subbid Pelaporan Pendapatan.
e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
1. Subbid Perbendaharaan;
2. Subbid Kas Daerah;
3. Subbid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
f. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Subbid Anggaran Belanja Langsung;
2. Subbid Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
g. Bidang Aset, terdiri dari :
1. Subbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
2. Subbid Penatausahaan Aset.
h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Subbid Akuntansi;
2. Subbid Pelaporan.
i. Kelompok Jabatan Fungsional,

j- Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset
Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran

XXVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 28
Staf Ahli Bupati
Pasal 61

(1) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

(3) Staf ahli mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat dan

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya

Paragraf 29
Kecamatan

Pasal 62

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat mempunyai tugas :

a.
b.

C.

e

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;

melaksanakan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah
kabupaten yang ada di kecamatan;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

atau kelurahan.



Pasal 63

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

o o

®

f.

g.

Camat;
Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program Dan Keuangan;

2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 30
Kelurahan

Pasal 64

(1) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku

perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

(2) Lurah mempunyai tugas :

a.

S 0o o o0 T

melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

. melakukan pemberdayaan masyarakat;
. melaksanakan pelayanan masyarakat;
. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

a
b.

o

A

Lurah;
Sekretaris Kelurahan;
Seksi Pemerintahan;

Seksi Pembangunan;



e. Seksi Kemasyarakatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. BUPATI BREBES,

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



PEMBAKUAN SINGKATAN/ AKRONIM NOMENKLATUR, KOP NASKAH DINAS

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 060/ 584

TAHUN 2020

TENTANG PEMBAKUAN SINGKATAN/ AKRONIM
NOMENKLATUR, KOP NASKAH DAN STEMPEL DINAS
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7
A. KELOMPOK SETDA DAN SETWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020
1 KANTOR BUPATI BUPATI KANTOR BUPATI BUPATI BREBES J1. P. Diponegoro (0283) 671031 -
Nomor 141 Brebes 671032
Fax. (0283) 672323-
672429
2 |KANTOR BUPATI WAKIL BUPATI KANTOR BUPATI WABUP BREBES J1. P. Diponegoro sda
Nomor 141 Brebes
3 |SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH SETDA SEKDA J1. P. Diponegoro sda
KABUPATEN BREBES Nomor 141 Brebes
4 |ASISTEN ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN I ASS 1 J1. P. Diponegoro sda
PEMERINTAHAN DAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nomor 141 Brebes
KESEJAHTERAAN RAKYAT
5 |BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |BAGIAN TAPEM KABAG TAPEM J1. P. Diponegoro sda
Nomor 141 Brebes
6 |BAGIAN HUKUM KEPALA BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM KABAG HUKUM J1. P. Diponegoro sda

Nomor 141 Brebes




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7
7 |BAGIAN KESEJAHTERAAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN BAGIAN KESRA KABAG KESRA J1. P. Diponegoro sda
RAKYAT RAKYAT Nomor 141 Brebes
8 |ASISTEN PEREKONOMIAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ASISTEN II ASS II J1. P. Diponegoro sda
DAN PEMBANGUNAN PEMBANHUNAN Nomor 141 Brebes
9 |BAGIAN PEREKONOMIAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PEREKONOMIAN(KABAG PEREKONOMIAN [JI. P. Diponegoro sda
Nomor 141 Brebes
10 |BAGIAN ADMINISTRASI KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI (KABAG ADMINISTRASI |[JI. P. Diponegoro sda
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN Nomor 141 Brebes
11 |BAGIAN PENGADAAN BARANG |KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG [BAGIAN PENGADAAN KABAG PENGADAAN J1. P. Diponegoro sda
DAN JASA DAN JASA BARANG DAN JASA BARANG DAN JASA Nomor 141 Brebes
12 |ASISTEN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ASISTEN III ASS III J1. P. Diponegoro sda
ADMINISTRASI UMUM Nomor 141 Brebes
13 |BAGIAN ORGANISASI KEPALA BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI KABAG ORGANISASI J1. P. Diponegoro sda
Nomor 141 Brebes
14 |BAGIAN UMUM KEPALA BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM KABAG UMUM J1. P. Diponegoro sda
Nomor 141 Brebes
15 [SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIS DPRD SETWAN DPRD SEKWAN DPRD J1. Gajah Mada (0283) 671127
PERWAKILAN RAKYAT Nomor 5 Brebes Fax. (0283) 671128
DAERAH
B. KELOMPOK DINAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020

16

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

DINDIKPORA

KA DINDIKPORA

J1. Jend. Soedirman
Nomor 187 Brebes

(0283) 671157




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7

OLAH RAGA

17 |DINAS KESEHATAN KEPALA DINAS KESEHATAN DINKES KA DINKES J1. Dr. Wahidin (0283) 671846

Nomor 2 Brebes Fax. 672125

18 |DINAS PEKERJAAN KEPALA DINAS PEKERJAAN DPU KA DPU Jl. Jend.Sudirman (0283) 671721
UMUM UMUM Nomor 129 Brebes

19 |[DINAS PENGELOLAAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN DPSDAPR KA DPSDAPR JI. Hasanudin (0283) 6174144
SUMBER DAYA AIR SUMBER DAYA AIR DAN Komp. Rss Ganda-
DAN PENATAAN RUANG PENATAAN RUANG suli Brebes

20 |DINAS PERUMAHAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DINPERWASKIM KA DINPERWASKIM Jl.Sultan Agung Km 2 |(0283) 6176465
RAKYAT DAN KAWASAN RAKYAT DAN KAWASAN Brebes Fax (0283) 6176365
PERMUKIMAN PERMUKIMAN

21 |DINAS SOSIAL KEPALA DINAS SOSIAL DINSOS KA DINSOS J1. P. Diponegoro (0283) 671322

Nomor 150 Brebes

22 |DINAS PEMBERDAYAAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DINPERMADES KA DINPERMADES J1. GOR Nomor 2 (0283) 671798
MASYARAKAT DAN MASYARAKAT DAN DESA Brebes
DESA

23 |DINAS PEMBERDAYAAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DP3KB KA DP3KB JI. Veteran (0283) 671253
PEREMPUAN, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN Nomor 10 Brebes
PERLINDUNGAN ANAK, ANAK, PENGENDALIAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
PENDUDUK DAN BERENCANA
KELUARGA BERENCANA

24 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEPALA DINAS LINGKUNGAN DLHPS KA DLHPS




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7

DAN PENGELOLAAN HIDUP DAN PENGELOLAAN
SAMPAH SAMPAH

25 |DINAS KEPENDUDUKAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DINDUKCAPIL KA DINDUKCAPIL JL.P. Dipenogoro (0283)671322
DAN PENCATATAN SIPIL DAN PENCATATAN SIPIL Nomor 150 Brebes Fax. 671322

26 |DINAS PERHUBUNGAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DINHUB KA DINHUB J1l. Raya Grinting (0283) 870435

Nomor 242 Bulakamba

27 |DINAS KOMUNIKASI, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, DINKOMTIK KA DINKOMTIK Jl. Veteran
INFORMATIKA DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK
STATISTIK

28 |DINAS KOPERASI, KEPALA DINAS KOPERASI, DINKOPUMDAG KA DINKOPUMDAG J1. Veteran Nomor 7 (0283) 671757
USAHA MIKRO DAN USAHA MIKRO DAN Brebes
PERDAGANGAN PERDAGANGAN

29 |DINAS PERINDUSTRIAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DINPERINAKER KA DINPERINNAKER J1. MT Haryono (0283) 673023
DAN TENAGA KERJA DAN TENAGA KERJA Nomor 68 Brebes

30 |DINAS PENANAMAN KEPALA DINAS PENANAMAN DPMPTSP KA DPMPTSP J1. Jend. Soedirman (0283)673147
MODAL DAN PERIJINAN MODAL DAN PERIJINAN Nomor 111 Brebes
TERPADU SATU PINTU TERPADU SATU PINTU

31 |DINAS KEBUDAYAAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DINBUDPAR KA DINBUDPAR JI. A. Yani Nomor 87 (0283) 617840
DAN PARIWISATA DAN PARIWISATA Brebes Fax. 671027

32 |DINAS ARSIP DAN KEPALA DINAS ARSIP DAN DINARPUS KA DINARPUS J1. Pusponegoro (0283) 671371
PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN Nomor 3A Brebes

33 |DINAS PERIKANAN KEPALA DINAS PERIKANAN DINKAN KA DINKAN Jl. Laksda Yos Sudarso |(0283) 671521

Nomor 7 Brebes

Fax. 671521




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7
34 |DINAS PERTANIAN DAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN DPKP KA DPKP J1. Gajah Mada (0283) 671742
KETAHANAN PANGAN KETAHANAN PANGAN Nomor 3 Brebes Fax. 671030
35 |DINAS PETERNAKAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DPKH KA DPKH J1. Taman Siswa (0283) 6176414

DAN KESEHATAN
HEWAN

DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor 28 Brebes

Fax. 6176485

KELOMPOK BADAN, INSPEKTORAT, SATPOL PP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020

36

37

38

39

40

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
DAERAH

BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

INSPEKTUR DAERAH

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

BKPSDMD

BAPERLITBANGDA

BPPKAD

INSPEKTORAT DAERAH

SATPOL PP

KA BKPSDMD

KA BAPERLITBANGDA

KA BPKKAD

INSPEKTUR DAERAH

KA SATPOL PP

J1. Kartini Nomor 3
Brebes

J1. Jend. Soedirman
Nomor 159 Brebes

J1. Veteran
Nomor 11 Brebes

J1l. MT. Haryono
Nomor 64 Brebes

J1. Singosari
Panotoyudho
Nomor 1 Brebes

(0283)671821
Fax. 672429

(0283) 671667

(0283) 671779

(0283) 671026




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7
D. KELOMPOK KECAMATAN DAN KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
41 |KECAMATAN BREBES CAMAT BREBES KECAMATAN BREBES CAMAT BREBES J1. MT. Haryono (0283) 671209
Nomor 70 Brebes
42 |KECAMATAN WANASARI CAMAT WANASARI KECAMATAN WANASARI |CAMAT WANASARI J1. Raya Klampok (0283) 671829
Nomor 14
Wanasari
43 |KECAMATAN CAMAT BULAKAMBA KECAMATAN CAMAT BULAKAMBA J1. Raya Nomor 10 (0283) 870478
BULAKAMBA BULAKAMBA Bulakamba
44 |KECAMATAN TANJUNG CAMAT TANJUNG KECAMATAN TANJUNG |CAMAT TANJUNG J1. Cendrawasih (0283) 877401
Nomor 157 Tanjung
45 |KECAMATAN LOSARI CAMAT LOSARI KECAMATAN LOSARI CAMAT LOSARI J1. Jend. Soedirman (0231) 831002
Nomor 4 Losari
46 |KECAMATAN CAMAT JATIBARANG KECAMATAN CAMAT Jl. Jatibarang (0231) 3322179
JATIBARANG JATIBARANG JATIBARANG Timur Nomor 17
Jatibarang
47 |KECAMATAN CAMAT SONGGOM KECAMATAN SONGGOM |CAMAT SONGGOM JI. Jatirokeh -
SONGGOM Nomor 119
Songgom
48 |KECAMATAN KERSANA CAMAT KERSANA KECAMATAN KERSANA |CAMAT KERSANA J1. Pemuda Nomor 1 (0231) 889179
Kersana
49 |(KECAMATAN CAMAT BANJARHARJO KECAMATAN CAMAT J1. Merdeka (0289) 889550
BANJARHARJO BANJARHARJO BANJARHARJO Nomor 113

Banjarharjo




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7
50 |KECAMATAN CAMAT BANTARKAWUNG KECAMATAN CAMAT J1. Raya Nomor 159 -
BANTARKAWUNG BANTARKAWUNG BANTARKAWUNG Bantarkawung
51 |KECAMATAN SALEM CAMAT SALEM KECAMATAN SALEM CAMAT SALEM J1. P. Diponegoro -
Nomor 53 Salem
52 |KECAMATAN CAMAT PAGUYANGAN KECAMATAN CAMAT J1. Paguyangan (0289) 432196
PAGUYANGAN PAGUYANGAN PAGUYANGAN Nomor 4
Paguyangan
53 |KECAMATAN BUMIAYU CAMAT BUMIAYU KECAMATAN BUMIAYU |CAMAT BUMIAYU Jl. Lapangan Asri (0289) 432180
Bumiayu
54 |KECAMATAN TONJONG CAMAT TONJONG KECAMATAN TONJONG |CAMAT TONJONG J1. Purwodadi (0289) 4311243
Nomor 13 Tonjong
55 |KECAMATAN CAMAT SIRAMPOG KECAMATAN SIRAMPOG |CAMAT SIRAMPOG J1. Plang Buniwah -
SIRAMPOG Nomor 1 Sirampog
56 |KECAMATAN CAMAT LARANGAN KECAMATAN LARANGAN |CAMAT LARANGAN J1. Raya Nomor 15 (0231) 6184068
LARANGAN Larangan
57 |KECAMATAN CAMAT KETANGGUNGAN KECAMATAN CAMAT J1. A. Yani (0231) 881002
KETANGGUNGAN KETANGGUNGAN KETANGGUNGAN Nomor 127
Ketanggungan
58 |KELURAHAN BREBES LURAH BREBES KELURAHAN BREBES LURAH BREBES Jl. A. Yani (0283) 671121
Nomor 15 Brebes
59 |KELURAHAN LURAH PASARBATANG KELURAHAN LURAH J1l. Moh. Yamin (0283) 672122




AKRONIM/ SINGKATAN

NO NAMA INSTANSI SEBUTAN PIMPINAN NAMA INSTANSI PIMPINAN ALAMAT INSTANSI NOMOR TELEPON/
FAX
1 2 3 4 5 6 7
PASARBATANG PASARBATANG PASARBATANG Nomor 74 Pasarbatang
60 |KELURAHAN LURAH GANDASULI KELURAHAN LURAH GANDASULI J1. Malik Ibrahim (0283) 672290
GANDASULI GANDASULI Nomor 29
Gandasuli
61 |KELURAHAN LURAH LIMBANGAN KULON KELURAHAN LURAH LIMBANGAN J1. Ki Mangun (0283) 6176973
LIMBANGAN KULON LIMBANGAN KULON KULON Sarkoro Nomor 36
Limbangan Kulon
62 |KELURAHAN LURAH LIMBANGAN WETAN KELURAHAN LIMBANGANLURAH LIMBANGAN J1l. Sunan Gunung (0283) 672380

LIMBANGAN WETAN

WETAN

WETAN

Jati -Limbangan
Wetan

BUPATI BREBES,

.




BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES

SEKRETARIAT DAERAH
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIS DAERAH TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
STAF AHLI
[ |
| 1 |
ASISTEN BIDANG
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PEAIVISEISRITIE'II\!A?-IIADNAND(;N PENGEMBANGAN ASISTEN BIDANG
— T T SOSIAL PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
T T 11 PEMBANGUNAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN OR%AACR?S,\LSI BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN | [PENANGGULANGAN| | KESEJAHTERAAN | | oo BASIAN eV AN LAYANAN BaGL ORGP AGIA
PEMERINTAHAN DESA KEMISKINAN RAKYAT PENGADAAN RAtCw

]

]

1

1

]

I

1

1

1

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

. . . . . . . Sub Bagian Tata
Sub Bagian Sub Bagian Tata ’ ’ Sub Bagian ] Sub Bagian Bina Sub Bagian Sub Bagian N
Pemerintahan Umum| [—1 Pemerintahan |1 Sub Bagian Data — Sub Bagian . —1Sumber Daya Alam — .SUb Bagian 1 Program dan — Perundang- —1 Kelembagaan dan || Usaha P'mp'”?“
dan Pelaporan Agama dan Sosial - Bina Program e - dan Staf Ahli
Desa dan Energi Verifikasi undangan Analisis Jabatan Bupati
’ ’ Sub Bagian Adm. ;
. Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Sub_B_aglan_ Pelaksanaan Sub Bagian ) Su.b Bagian Sub Bagian Rumah
Sub Bagian : Kesehatan, P3A Administrasi Kinerja Aparatur
; — Keuangan dan 1 Perlindungan . — Sarana — Pengadaan —1 Bantuan Hukum — ’ — Tangga dan
Otonomi Daerah Aset Desa Sosial Pengendalian Perekonomian Pembangunan Barang/ Jasa dan HAM dan Reformasi Protokol
Penduduk dan KB Daerah 9/ Birokrasi
Pemerintah
: : Sub Bagian . Sub Bagian ]
Hufytjlg B;Jangllir?tar Sub Bagian Pesr:wjlt)’ekizglaanan Pendidikan, Sub Bagian I\sdl:)tr’\i‘?:rgi;\an Pelapor_an, Sub Bagian KetsaliglaBlfsg;r;an Sub Bagian
9 L 9 L Y L— Kebudayaan, L— Investasi dan L "ing, L— Advokasi dan — Dokumentasi dan Keuangan dan
Lembaga dan Perangkat Desa Masyarakat dan P da d BUMD Evaluasi dan Pengembangan Inf - dan Pelayanan Perlenak
Kerjasama Usaha Mikro emuda dan u Pelaporan nformasl Publik erlengkapan
] Olahraga Sumber Daya
PIt. BUPATI BREBES,
ttd
KETERANGAN :

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenai
Bidang Kesejahteraan Kakyat



BAGAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD LAMPIRAN IT
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS KABUPATEN BREBES
KELOMPOK JABATAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN PERENCANAAN DAN
FUNGSIONAL KEUANGAN RAPAT PENGAWASAN BAGIAN UMUM
1 1 1 1
P sub Baglan Sub Bagian Sub Bagian . Sub Bagian
erencanaan dan Perundang-undanaan Perencanaan Fungsi Tata Usaha
Penganggaran 9 9 DPRD
. . Sub Bagian Sub Bagian
p SbUb gaglan Sudeag;\n lR:;\]pat Pengawasan Fungsi Perlengkapan dan
erbendaharaan an Risala DPRD Rumah Tangga
Sub Bagian Verifikasi Sub Bagian Humas
dan Pelaporan dan Protokol
PIt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : ttd
 Garis Komando Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
____________________________ ) . N Pembina Utama Madya
+ Garis Koordinasi NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI

INSPEKTORAT LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

INSPEKTUR KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian ESUb Baglan Sub Bagian
valuasi dan . ;
Perencanaan Administrasi Umum
Pelaporan
KELOMPéK
JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
FUNGSIONAL WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III WILAYAH IV
AUDITOR
KETERANGAN : Plt. BUPATI BREBES,

ua

: Garis Komando

Drs. BUDI WIBOWO., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaat
Bidang Kesejahteraan Rakyat

"""""""""""" : Garis Koordinasi



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KEPALA KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
— |
Psrgbg;g'da:n Sub Bagian Umum
K 9 dan Kepegawaian
euangan
KELOMPOK '
JABATAN PENDIIAN Lot DA BIDANG PEMBINAAN BIDANG PEMBINAAN BIDANG PEMBINAAN
FUNGSIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN DASAR PEMUDA DAN OLAHRAGA KETENAGAAN
J J 1 ]
Seksi Kurikulum dan Seksi Kurikulum dan Seksi K d Seksi PTK PAUDPNF
Kesiswaan Kesiswaan eist Kepemudaan dan Pemuda Olahraga
Seksi Kelembagaan Seksi Kelembagaan Seksi Keolahraaaan Seksi PTK Pendidikan
dan Sarana Prasarana dan Sarana Prasarana 9 Dasar
KETERANGAN : UPT Plt. BUPATI BREBES,
. ua
— : Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si

Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



LAMPIRAN V

BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KEPALA KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
PSgb 2;95; Sub Bagian Umum
{(egl,lrangan dan Kepegawaian
KELOMPdK
JABATAN BIDANG KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN BIDANG PELAYANAN BIDANG SUMBER DAYA
FUNGSIONAL MASYARAKAT PENGENDALIAN PENYAKIT KESEHATAN KESEHATAN
J J J J
Seksi Pel . -
Seksi Kesehatan Seksi Surveilans dan Keieﬂat:nag?iﬁ;, ;?Ej%?;”;gﬁ%giﬁg?:é
Keluarga dan Gizi Imunisasi Rujukan didnUtP:ningkatan Kesehatan
Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Pencegahan dan Seksi Pembiayaan dan Seksi Sumber Daya
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Perijinan Pelayanan Kesehatan dan Sistem
Kesehatan Lingkungan Penyakit Kesehatan Informasi
KETERANGAN : UPT PIt. BUPATI BREBES,

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi I%gwa Tenaah

dang Kesejahteraan Ra



BAGAN ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM

KEPALA

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT

Sub Bagian

Keuangan

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN

KETERANGAN :

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Seksi Perencanaan

Seksi Pengendalian

BIDANG
BINA MARGA

— 1

Seksi Peningkatan
Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan

UPT

Jalan dan Jembatan

BIDANG
CIPTA KARYA

I

Seksi Penataan
Bangu-nan dan
Penvehatan

Seksi Penataan dan
Pengembangan
Infrastruktur

PIt. BUPATI BREBES,
ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tendah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

KEPALA
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Sub Bagian Umum
Program dan dan K .
Keuangan an Kepegawaian
KELOMPOK
JABATAN BIDANG Ryl il BIDANG
FUNGSIONAL IRIGASI DAN AIR BAKU DAYA AIR PENATAAN RUANG
] ] |
Seksi Pembangunan Seksi Konservasi SDA Seksi
- . eksi Perencanaan
dan Peningkatan dan Pengendalian Tata Ruan
Irigasi dan Air Baku Daya Rusak Air 9
Seksi Eksploitasi dan . I Seksi Pemanfaatan
Pemeliharaan Irigasi Iiefl:zlsﬁﬁhk?l?:lgiji dan Pengendalian
dan Air Baku Pemanfaatan Ruang
UPT Plt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN :
ttd

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
| |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KJI;LBOAI\;I_IZ(,)\IK BIDANG KAWASAN
FUNGSIONAL BIDANG PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
| ]
Seksi Perencanaan Seksi Perencanaan
dan Pengembangan dan Pengendalian
Perumahan
Seksi Perumahan sekéf,;igisnﬂ';ﬁta"
Formal dan Swadaya Pengembangan
Seksi Prasarana,
Sarana dan Utilitas Seksi Pertanahan
Umum
KETERANGAN : UPT Plt. BUPATI BREBES,

ua

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN




LAMPIRAN VIX

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KEPALA
SEKRETARIAT
[
Sub Bagian Program
dan Keuangan
KELOMPOK
JABATAN BIDANG JAMINAN DAN
FUNGSIONAL REHABILITASI SOSIAL
] |
Seksi Penanganan
Anak, Lanjut Usia dan
Korban Narkotika,
Psikotropi_ka_
Seksi Penanganan
Penyandang Sosial
Tuna dan Disabilitas
KETERANGAN : UPT

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

BIDANG BANTUAN,
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Seksi Penanganan Fakir
Miskin dan Korban
Bencana

Seksi Kelembagaan,
Data dan

Kepahlawanan

PIt. BUPATI BREBES,
a

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenaah

Bidang Kesejahteraan Rakyat



BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial




BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
'gifﬂi?f BIDANG PENEGAKKAN BIDANG PERLINDUNGAN
FUNGSIONAL PERATURAN DAERAH DAN MASYARAKAT DAN PEMADAM
KETERTIBAN UMUM KEBAKARAN
1 ]
Seksi Penegakkan Seksi Perlindungan
Peraturan Daerah Masyarakat
Seksi Ketertiban Seksi Pemadam
Umum Kebakaran
Seksi Sumber Daya Seksi Pemberdayaan
Aparatur dan Potensi Masyarakat
Kerjasama Y
. UPT
KETERANGAN : Plt. BUPATI BREBES,
a

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat



BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial




BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK BIDANG PENGUATAN
JABATAN BIDANG BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN DESA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
FUNGSIONAL SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PENGEMBANGAN
PARTISIPATIF MASYARAKAT
1 ] ]
Seksi Penataan dan Seksi Pemberdayaan Seksi Penguatan
Pendayagunaan Usaha Ekonomi Kelembagaan
Kawasan Masyarakat Masyarakat
Seksi Pengelolaan SDA Seksi Pengembangan
Seksi Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Manajemen
Guna Pembangunan Partisipatif
Seksi Pengembangan Seksi Penguatan .
Sarana Prasarana Jaringan Sek5|gae;?;anan
Desa Penanggulangan
KETERANGAN : Plt. BUPATI BREBES,
UPT ttd

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tt
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA

LAMPIRAN XTI

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR

101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT

Sub Bagian Program
dan Keuangan

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

KELOMPOK

BIDANG PEMBERDAYAAN
JABATAN
FUNGSIONAL PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
]
Seksi Pemberdayaan
Perempuan
Seksi Perlindungan
Dan Pemenuhan Hak
Anak
KETERANGAN :

BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK, PENYULUHAN DAN

PENGGERAKAN

UPT

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

|

Penduduk Dan

Seksi Pengendalian

Informasi Keluarga

Penggerakan

Seksi Advokasi,
Penyuluhan Dan

BIDANG KELUARGA
BERENCANA, KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN
KFI LJARGA

Seksi Pembinaan
Kesertaan

Berkeluarga

Seksi Ketahanan Dan

Kesejahteraan

Keluarga

PIt. BUPATI BREBES,
ttd
Drs. BUDI WIBOWO., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Te

Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI
LAMPIRAN XIII

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN
SAMPAH PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT

[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian

BIDANG APENGELOLAAN

KELOMPOK
JABATAN BIDAgSNiiBFiNNCQSQCm DAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN
FUNGSIONAL LINGKUNGAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN
] ]
Seksi Pengelolaan

Seksi Perencanaan Dan

Kajian Lingkungan Sampah Dan Limbah B3

Hidup
Seksi Pengendalian
Seksi Penaatan Pencemaran Dan
Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan
Hidun

Seksi Pemeliharaan
Dan Peningkatan
Plt. BUPATI BREBES,

Kapasitas Lingkungan

ttd

KETERANGAN : UPT
Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva

+ Garis Komando NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat

---------------------------- : Garis Koordinasi



Seksi Pengelolaan Sampah
Dan Limbah B3

Setelah pembentukan UPTD

Seksi Sarana/Parasana
Persampahan




BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial




BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

KEPALA
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Umum
Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK BIDANG PENGELOLAAN BIDANG PEMANFAATAN
JABATAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN INFORMASI ADMINISTRASI DATA DAN INOVASI
FUNGSIONAL
PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN PELAYANAN
J | ] 1
Seksi Seksi Kelahiran Seksi AS(;sr]:?r:?SII::\af;rmasi Seksi Kerjasama Dan
Identitas Penduduk Dan Kematian Kependudukan Inovasi Pelayanan
Seksi Pindah, Datang Seksi Perkawinan, Seksi Pengolahan Seksi Pemanfaatan
Dan Pendataan Perceraian, Dan Penyajian Data Data Dan Dokumen
penduduk Per“}f’i‘f?‘fﬁatus Kependudukan Kependudukan
UPT Plt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : ttd

— : Garis Komando

------------------------ : Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Bidang Kesejahteraan Rakyat



LAMPIRAN XV

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG PRASARANA
FUNGSIONAL LALU LINTAS ANGKUTAN DAN SARANA DAN KESELAMATAN
] ] ]
Seksi Manajemen, Seksi Perencanaan,
Rekayasa dan Pengen- Seksi Angkutan Pembangunan dan
dalian Lalu Lintas Pengoperasian Prasarana
Seksi Inspeksi Sarana Seksi P - Seksi Perawatan
Prasarana dan € SIS engujian Prasarana dan
Analisis Dampak Lalu arana Keselamatan
KETERANGAN : UPT PIt. BUPATI BREBES,

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

ua

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG
KELUARGA BERENCANA




BAGAN ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOM PC.)K
JABATAN BIDANG KOMUNIKASI BIDANG INFORMATIKA
FUNGSIONAL DAN KEHUMASAN DAN STATISTIK
1 1
. Seksi Aplikasi
Seksi Humas Dan !
Komunikasi Publik Telematlkq Dan
Persandian
Seksi Pengelolaan
Informasi Dan Seksi Statistik
Diseminasi
KETERANGAN : UPT Plt. BUPATI BREBES,
ma

—— : Garis Komando

...................... : Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN




BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI BREBES
101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGST PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN
| | |
Seksi Kelembagaan Seksi Kemitraan Seksi Perdagangan
Dan Usaha Dan Promosi Daerah Dan Metrologi
Seksi Pengawasan . Seksi Pengelolaan
Dan Pemeriksaan Seksi Pengembangan Pasar
KETERANGAN : UPT Plt. BUPATI BREBES,

——— : Garis Komando

------------------------ : Garis Koordinasi

ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejanhteraan Rakyat



SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG
KELUARGA BERENCANA




DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

BAGAN ORGANISASI

KEPALA

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT

Sub Bagian Program
dan Keuangan

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK

KETERANGAN :

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

BIDANG INDUSTRI LOGAM,
SANDANG DAN ANEKA

]

Seksi Industri Logam

Seksi Industri
Sandang dan Aneka

BIDANG INDUSTRI AGRO,
KIMIA DAN HASIL HUTAN

— 1

Seksi Industri Agro

Seksi Industri Kimia
dan Hasil Hutan

UPT

BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN TENAGA
KERJA

]

Seksi Hubungan
Industrial

Seksi Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi

PIt. BUPATI BREBES,
ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KEPALA

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT

Sub Bagian Program
dan Keuangan

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

BIDANG PENGENDALIAN

KELOMPdK BIDANG.PERENCANAAN,

JABATAN PENGEMBANGAN IKLIM DAN PELAKSANAAN PENANAMAN
EUNGSTONAL PROMOSI PENANAMAN MODAL DAN SISTEM
MODAL INFORMASI
| ]

Seksi Perencanaan
Penanaman Modal

Seksi Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

Seksi Promosi
Penanaman Modal

KETERANGAN :

: Garis Komando

------------------------- : Garis Koordinasi

Seksi Pemantauan
dan Pengawasan
Penanaman Modal

Seksi Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Maodal

Seksi Pengolahan
Data dan
Informasi

BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

BIDANG INFORMASI, PENGA-
DUAN DAN PELAPORAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

]

Seksi Pendaftaran

Seksi Verifikasi

Seksi Pemrosesan

TIM TEKNIS

UPT

— ]

Seksi Pengolahan Data
dan Informasi
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan

Seksi Kebijakan,
Pengaduan dan
Advokasi

Seksi Pelaporan dan
Dokumentasi

PIt. BUPATI BREBES,
ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOM P(.Z)K
JABATAN BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL KEBUDAYAAN PARIWISATA
| 1
Seksi Kesejarahan, Seksi

Cagar Budaya Dan Pengembangan

Permusiuman Destinasi Pariwisata
Seksi Pemasaran,
Seksi Seni Dan Film Promosi Dan Usaha
Pariwisata
SN Seksi Pengembangan
Seksi Nilai Bu_d.aya Sumber Daya Manusia
Dan Tradisi Dan Produk Pariwisata
UPT PIt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : ua

——— : Garis Komando

---------------------- : Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial




LAMPIRAN XXI

BAGAN ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
KEPALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMP(SK '
JABATAN BIDANG BIDANG
FUNGSTONAI KEARSIPAN PERPUSTAKAAN
| ]
Seksi Pembinaan, Seksi Pengelolaan
Pengembangan Dan dan Pelestarian
Pengawasan Kearsipan Bahan Perpustakaan
Seksi Pengelolaan Seksi Layanan
can pelestarian
Arsip Membaca
Seksi Layanan Dan Dasr?';sei:geg::g;?]agr;n
Pemanfaatan Arsip Perpustakaan
UPT PIt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : ua

- Garis Komando Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
) Pembina Utama Madya
........................... . ; o NIP. 19590930 198303 1 006
 Garis Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial




BAGAN ORGANISASI

DINAS PERIKANAN LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
KEPALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPO.K
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA USAHA PERIKANAN
| | |
Seksi Produksi, Konser- Seksi Produksi, Seksi Usaha Dan
vasi Dan Pengawasan Pembenihan Dan Pemberdayaan
Sumber Daya Ikan Pengendalian Masyarakat Perikanan
Seksi Sarana Dan Seksi S D Seksi Pembinaan
Prasarana Pr:s:;ar?ara;ua di daana Tekno-logi,
Penangkapan Y Pengolahan Mutu
PIt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : UPT q

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO. M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Kakyat



SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG
KELUARGA BERENCANA




BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KEPALA

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT

dan Keuangan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

KELOMPOK

BIDANG SARANA BIDANG KETAHANAN
DAN PRASARANA PANGAN DAN
PENYULUHAN
] ]

Seksi Lahan Dan

Irigasi

Seksi Pupuk Dan

Pestisida

Seksi Alat Mesin
Pertanian Dan

UPT

JABATAN BIDANG BIDANG HORTIKULTURA
FUNGSIONAL TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
] 1

Seksi Perbenihan Dan Seksi Perbenihan
Perlindungan Dan Perlindungan

Seksi Produksi Seksi Produksi
Seksi Pengolahan Seksi Pengolahan

Dan Pemasaran Dan Pemasaran

KETERANGAN :

——— : Garis Komando

...................... : Garis Koordinasi

Pembiavaan

Seksi Ketersediaan,
Distribusi Dan
Kerawanan Panaan

Seksi Konsumsi,
Penganekaragaman
Dan Keamanan

Seksi Penyuluhan

PIt. BUPATI BREBES,
ttd
Drs. BUDI WIBOWO., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenaah

Bidang Kesejanteraan Kakyat



BAGAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |

Sub Bagian Program Sub Bagian Umum

dan Keuangan dan Kepegawaian

KELOMPOK BIDANG SARANA BIDANG KESEHATAN
cJABATAN PRASARANA DAN USAHA BUDIDAYA TERNAK HEWAN DAN KESEHATAN
PETERNAKAN MASYARAKAT VETERINER

1 | |
Seksi Sarana Dan Seksi Perbibitan Seksi Kesehatan
Prasarana Peternakan Ternak Hewan

Seksi Usaha . Seksi Kesehatan

Peternakan Seksi Pakan Ternak Masyarakat Veteriner
Plt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : UPT 1

——— : Garis Komando

------------------------ : Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tenaah

Bidang Kesejahteraan Rakyat



SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG
KELUARGA BERENCANA




BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
'SE\LSA'V'TF;\?\‘K BIDANG PERENCANAAN BIDANG PEMBINAAN,
FUNGSIONAL DAN PENGEMBANGAN BIDANG MUTASI KESEJAHTERAAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI
| | |
P SUbEid Subbid Mutasi Dan Subbid Pembinaan
engembangan Pemberhentian Pegawai
Aparatur
Subbid Jabatan Subbid Kenaikan Subbid Kesejar_lteraan
Pangkat Pegawai
Subbid Pendidikan Subbid Formasi dan Subbid Informasi
Dan Pelatihan Pengangkatan Kepegawaian
KETERANGAN : UPT Plt. BUPATI BREBES,

——  : Garis Komando

------------------------ : Garis Koordinasi

ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

]

Seksi Bina Perangkat
Desa

Seksi Bina Pemerintahan
Desa




BAGAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN LAMPIRAN XXVI
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
KEPALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK E
JABATAN BIDANG PERENCANAAN, BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG EKONOMI DAN BIDANG PENELITIAN DAN
DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
FUNGSIONAL EVALUASI DAN SOSIAL BUDAYA WILAYAH PENGEMBANGAN
] 1 | |
. . Subbid Penelitian
Intek
Subbid Pengendalian Subbid Sosial Subbid Infrastruktur Subbid
Pelaporan dan Bud Wilavah Pengembangan dan
Evaluasi udaya flaya Penerapan Iptek
Plt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN : UPT ttd

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat



LAMPIRAN XXVII

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 102 TAHUN 2016
KEPALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
| |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK
JABATAN BIDANG PENDATAAN | | BIDANG R DA | D AN DAN BIDANG BIDANG BIDANG AKUNTANSI
FUNGSIONAL DAN PENETAPAN PENDAPATAN KAS DAERAH ANGGARAN ASET DAN PELAPORAN
] 1 1 | | |
. . . Subbid Pemanfaatan
Subbid Pendaftaran . . Subbid Subbid Anggaran : . .
dan Pendataan Subbid Penagihan Perbendaharaan Belanja Langsung dan Pe:gspdahan Subbid Akuntansi
. Subbid Anggaran .
Subbid Penetapan Sut;bld Pelaporan Subbid Kas Daerah Belanja Tidak Langsung Subbid Subbid Pelaporan
endapatan Dan Pembiayaan Penatausahaan Aset
Subbid Belanja Tidak
Subbid Keberatan Langsung dan
Pembiavaan
Plt. BUPATI BREBES,
ua
KETERANGAN : UPT
Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI

LAMPIRAN XXVIII
KECAMATAN PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016
I ENIANG KEDUDUKAN, SUSUNAN URGANISASL
I UGAS DAN FUNGSL PERANGKA T DAERAH
CAMAT KABUPA | EN BREBES
SEKRETARIS CAMAT
|
SUBBAG PROGRAM SUBBAG UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
'EE/\LSA“"TZ?\IK SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETENTRAMAN DAN
FUNGSIONAL
PELAYANAN UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN DESA KETERTIBAN UMUM
Plt. BUPATI BREBES,
KETERANGAN :
ta
 Garis Komando Drs. BUDI WIBOWO., M.Si
------------------------ : Garis Koordinasi

Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaah
Bidang Kesejahteraan Rakyat



LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI BREBES

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN
NOMOR 101 TAHUN 2016
KELURAHAN KABUPATEN BREBES
SEKRETARIS KELURAHAN
KELOMPOK
JABATAN SEKSI SEKSI SEKSI
FUNGSIONAL PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
KETERANGAN : Plt. BUPATI BREBES,

——— : Garis Komando

"""""""""""" : Garis Koordinasi

a

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madva
NIP. 19590930 198303 1 006

Asisten Sekretarls Daerah Provinsi Jawa Tenaah

Bidang Kesejahteraan Rakyat



BAGAN ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

KEPALA

NOMOR
TANGGAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN
PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KELOMPOK
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENGELOLAAN
FUNGSIONAL PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN SUMBER DAYA DAN KEMITRAAN PASAR
| ] ] ]
SEKSI BINA USAHA SEKSI PROMOSI DAN
SEKSI BINA USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN PENYULUHAN SEKSI RETRIBUSI
SEKSI PENGAWASAN DAN SEKSI AKREDITASI DAN
SEKSI TEKNOLOGI INDUSTRI PERLINDUNGAN KONSUMEN STANDARISASI SEKSI PEMELIHARAAN PASAR
SEKSI PENGENDALIAN DAN SEKSI DISTRIBUSI DAN SEKSI KEMITRAAN DAN SEKSI KEBERSIHAN DAN
PENGAWASAN INFORMASI PASAR FASILITASI USAHA KEAMANAN PASAR
KETERANGAN : UPTD BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

AGUNG WIDYANTORO




BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NOMOR :
TANGGAL
KEPALA
SEKRETARIAT
| ]
SUB BAGIAN SUUBI,?UBLIIA%I:NN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
KELOMPOK
BIDANG BIDANG
JABATAN BIDANG BIDANG
FORMASI DAN DOKUMENTASI & PEMBINAAN
FUNGSIONAL
PENDIDIKAN & PELATIHAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI MUTASI PEGAWAI PEGAWAL
1 1 1 1
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG FORMf\gF ; IFI’DE/-I\\I'\é;L/;-\D AAN PENGANGKATAN, PENGOLAHAN,
DIKLAT PENJENJANGAN PEGAWAI KEPANGKATAN DAN PENYIMPANAN DAN
PEMBERHENTIAN PNS PENYAJIAN DATA
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG
DIKLAT TEKNIS (ESIATERAAN PENGANGHATAN DALAY PEMBINARN PEGAWAT
JABATAN
KETERANGAN :

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (JIKA TERJADI PERAMPINGAN)

KESEJAHTERAAN PEG.

FORMASI, PENGADAAN &

SUB BIDANG

PENDIDIKAN &
PELATIHAN

KEPANGKATAN &
PEMBERHENTIAN PEG.

SUB BIDANG

PEMINDAHAN &

PENGANGKATAN DALAM
JABATAN

KEPALA
SEKRETARIAT
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM KEUANGAN
KELOMPOK
JABATAN PENGEI{/IDB/:\AI\II\IGGAN & BIDANG DOKUMEN‘I?AISDIA Q%EMBINAAN
FUNGSIONAL MUTASI PEGAWAI
KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEGAWAI
1 1] |
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG PENGANGKATAN, PENGOLAHAN,

PENYIMPANAN DAN
PENYAJIAN DATA

SUB BIDANG
PEMBINAAN PEGAWAI

BUPATI TEGAL.



AGUS RIYANTO



BAGAN ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2016
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT
[ |
Sub Bagian Program Sub Bagian Umum
dan Keuangan dan Kepegawaian
KELOMPOK
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL KESEDIAAN PANGAN DISTRIBUSI PANGAN KONSUMSI PANGAN KEAMANAN PANGAN
] ] 1 ]
Seksi ;(:rt‘g;s:diaan Seksi Distribusi Pangan Seksi Konsumsi Pangan ?(ii;s;qal(ﬁgenm;);?;::
Seksi Sumberdaya Seksi Promosi Seksi Pengawasan
P Y Seksi Harga Pangan Penganekaragaman
angan Konsumsi Pangan Keamanan Pangan
. . Seksi Kerjasama dan
Sek5|PKerawanan Seksi Cadangan Pangan Seksi Pengembangan Informasi Keamanan
angan Pangan Lokal Pan
gan
KETERANGAN : BUPATI BREBES,

— : Garis Komando

: Garis Koordinasi

UPT

IDZA PRIYANTI



SUB BAGIAN KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI

BAGIAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN Eselon 3
Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si
KASUBBAG. KASUBBAG. APARATUR KASUBBAG. Eselon 4
KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN KETATALAKSANAAN
ARIF JUTAWAN, SH SUDIYANTO, S.Sos, M.Si DARYONO, SPd
— Staf — Staf — Staf
Rina Novitasari, S.Kom Betty Nurbaety, A.Md Wahyu Hadi P, SH
— Staf — Staf — Staf
Nani Nurani, SE Endang Lina Dekoni Sri Ediningsih
— Staf — Staf — Staf
Anas Mulyono Umar Farid, BA Asmawi
— Staf
Yoghi Yustika

Mengetanhul,
Kepala Baglian Organisasi
Setda Kab. Brebes

Drs. IATAG KOES ADIANITO, M.SI
FPembina |ingkat |
NIP. 197000503 199101 1 001
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